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KEYNOTE SPEECH 

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
DALAM LOKAKARYA 

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DI DAERAH 
 

 
Tema Lokakarya 

“Membangun Kemitraan Strategis Dalam Inovasi Administrasi Negara” 

 
 

 

Yang saya hormati para narasumber lokakarya  

Yang saya hormati para kolega di lingkungan LAN 

Yang saya hormati seluruh peserta lokakarya yang berbahagia 

 

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 

 
 
Ibu dan Bapak yang saya hormati 
 
Dewasa ini seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah terus 
dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya. Tuntutan demikian tidak bisa 
dihindari dan justru harus menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan 
dimanapun dan kapanpun berada.  Kondisi demikian merupakan keniscayaan 
yang harus kita sadari secara penuh untuk selanjutnya mencari solusi dan 
terobosan guna mengakselerasi langkah-langkah konkret dan berdampak. 
 
Tema lokakarya yang diangkat yaitu “Membangun Kemitraan Strategis 
dalam Inovasi Administrasi Negara” menjadi relevan dan bahkan penting. 
Hal ini tidak berlebihan karena “SILO MENTALITY” merupakan permasalahan 
fundamental yang perlu segera diatasi. Di era ini, kita semua harus mampu 
merapatkan barisan, menggalang kekuatan bersama, dan melakukan 
terobosan serta inovasi secara massive di seluruh bidang urusan yang 
diamanahkan kepada kita. Inovasi merupakan kata kunci untuk 
meningkatkan kapasitas, kinerja, dan keunggulan daya saing individu, 
organisasi, instansi, dan bahkan keunggulan daya saing lokal, regional, 
dan bahkan global. 
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Ibu dan Bapak yang berbahagia, 

 
Sekarang ini, Lembaga Administrasi Negara tengah gencar memperkenalkan, 
mempromosikan, dan mengakselerasi inovasi administrasi negara (INAGARA) 
di seluruh penjuru tanah air. Respon positif dan sambutan antusias muncul dari 
berbagai pihak (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan 
Kota). Dan bahkan dari beberapa negara mitra strategis sangat mengapresiasi 
langkah-langkah yang dicanangkan oleh Lembaga Administrasi Negara dalam 
melakukan percepatan inovasi tersebut. 
 
Beberapa hal penting yang sudah dilakukan oleh Lembaga Administrasi 
Negara dalam rangka pengembangan dan percepatan inovasi administrasi 
negara dapat saya sampaikan sebagai berikut: 
 Diklat Prajabatan Pola Baru, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai 

dasar berinovasi sebagai strategi membangun Aparatur Sipil Negara 

berintegritas tinggi; 

 Diklat Kepemimpinan Pola Baru, diorientasikan untuk  menghasilkan 
inovator-inovator di lingkungan instansi pemerintah untuk menjawab 
permasalahan yang dihadapi;  

 Reform Leader Academy, dirancang untuk menjawab permasalahan 

berskala nasional dan lintas sektor dengan ide dan cara yang memiliki 

unsur kebaruan dan kebermanfaatan; 

 Laboratorium Inovasi Administrasi Negara, bertujuan untuk menciptakan 

inovasi secara massive di jajaran instansi pemerintah daerah; 

 Street Level Innovation atau Inovasi Birokrasi di Level Terendah, 

khususnya Desa dan Kelurahan yang bertujuan untuk menciptakan 

model replikasi dan penguatan inovasi di tingkat desa dan kelurahan. 

 
 
Ibu dan Bapak yang saya hormati 
 
Seringkali kita mendengar dari berbagai pihak yang resisten terhadap inovasi 
karena kekawatirannya tersandung masalah hukum. Tentu tidak demikian  
pada intinya. Ide-ide inovasi memang perlu divalidasi agar sesuai dengan 
kriteria inovasi itu sendiri. Beberapa kriteria inovasi yang harus diperhatikan 
adalah adanya kebaruan, memberikan manfaat, mampu menjawab 
permasalahan yang dihadapi, dapat direplikasi dan berkesinambungan, serta 
kompatibel atau sesuai dengan sistem diluar dirinya.  
 
Kriteria yang terkahir inilah yang akan menjauhkan dari permasalahan hukum. 
Karena ide inovasi memang perlu divalidasi dengan beragam peraturan 
perundang-undangan yang terkait. Validasi ini demikian semakin penting untuk 
memberikan kepercayaan diri kita bahwa inovasi yang akan dilakukan telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Ibu dan Bapak yang saya banggakan 
 
Dalam rangka pengembangan inovasi administrasi negara di Indonesia, saat 
ini Lembaga Administrasi Negara juga tengah menyiapkan beberapa instrumen 
penting, yaitu: 
 Indeks Inovasi Daerah. Satu langkah yang diambil oleh Lembaga 

Administrasi Negara untuk merumuskan panduan bagaimana melakukan 
assessment mengenai kesiapan dan kinerja inovasi di daerah; 

 Panduan Penyusunan Road Map Inovasi Sektor Publik, yaitu suatu 
panduan tentang bagaimana merumuskan road map inovasi bagi 
instansi pemerintah dalam kurun waktu lima tahun kedepan;  

 Pengembangan Kapasitas Inovasi Administrasi Negara yaitu sebuah 
panduan untuk meningkatkan kapasitas berinovasi bagi individu ASN 
dan instansi pemerintah pada umumnya. 

 
Ketiga instrumen tersebut diharapkan mampu memperkaya khasanah 
pengetahuan tentang inovasi administrasi negara di tanah air. 
 
Ibu dan Bapak yang saya hormati 
 
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang bahagia ini. 
Saya berharap para peserta mampu menindaklanjuti hasil lokakarya dengan 
baik, mampu membangun kemitraan strategis dengan lebih optimal, dan 
mampu mengimplementasikan inovasi secara berkesinambungan di 
instansinya masing-masing.  
 
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala 
perhatiannya. 
 
 

Akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah  

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 

 
 
 

Jatinangor – Sumedang, 26 Mei 2016 
 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
KEPALA 

 
 

TTD 
 
 

Dr. Adi Suryanto, M.Si 
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LTPKD SEBAGAI SOLUSI  

PENANGGULANGAN  KEMISKINAN  

DI  KABUPATEN  CIAMIS 
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GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIAMIS 

 Luas Wilayah  : 1.433.87 Km2 

 Jumlah Kecamatan : 27 Kecamatan 

 Jumlah Desa : 258 Desa  7 Kel 

 Jumlah Penduduk   : 1.389.414 orang  
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Persentase Kemiskinan antara 

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten 

Ciamis Tahun 2007 – 2014 

Persentase Tingkat Ekonomi Terendah : 
• Kelompok I : 32.820 RTS (141.670 org) 10 % 
• Kelompok II : 43.616 RTS (141.765 org) 20 % 
• Kelompok III : 43.404 RTS (122.146 org) 30 % 
• Jumlah RTS    : 119.840 RTS 
• Jumlah Orang : 405.581 Orang 

Capaian 
Tahun 
2013 : 
8,62 % 

 

Capaian 
Tahun 
2014 : 
8,44 % 
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JUMLAH  RUMAH  TANGGA  SASARAN   
MENURUT DATA  PPLS   

DI  KABUPATEN  CIAMIS 

3 



ISU STRATEGIS 

ISU STRATEGIS KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014-2019 (RPJM) 

ADALAH : 

1. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEMPATAN PENDIDIKAN 

2. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KELUARGA 

BERENCANA 

3. MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT 

4. MEWUJUDKAN  KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 

5. PENANGANAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN 

KETENAGAKERJAAN 

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

7. PENANGANAN BENCANA ALAM DAN PENINGKATAN KUALITAS 

LINGKUNGAN 

8. KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR  WILAYAH 

DAN PERDESAAN 

9. MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

10. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN DESA 
4 



VISI : CIAMIS MAJU 
BERKUALITAS 

MENUJU 
KEMANDIRIAN 

TAHUN 2019  

Meningkatkan 
Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

Mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 

yang efisien dan 
efektif  serta 

penguatan kemitraan 
pemerintah dengan 

dunia usaha dan 
masyarakat. 

Meningkatkan 
ketersediaan dan 

kualitas 
infrastruktur serta 

pengelolaan 
lingkungan hidup 

yang berkelanjutan. 

Membangun 
perekonomian 
daerah yang 

tangguh. 

Meningkatkan 
percepatan 

pembangunan 
perdesaan 

VISI YANG DIJABARKAN DENGAN 5 MISI SEBAGAI ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SELAMA  5 TAHUN KEDEPAN 

SEBAGAI PEDOMAN SKPD DIDALAM PENENTUAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA. 

1 

2 

3 4 

5 

Sumber : Perda No. 13 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 5 



Empat pilar Utama Percepatan dan 

Perluasan Pengurangan Kemiskinan 

Indonesia (MP3KI) 

Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Penurunan angka kemiskinan 

Klaster 1: 

Bantuan dan 

Perlindungan 

Sosial, melalui 

program BOS, 

RASKIN, PKH, BOK, 

Jamkesmas, 

Jampersal, Bansos 

bencana, cacat & 

lansia 

Mensinkronisasikan strategi kebijakan makro dan mikro 

serta kebijakan operasional 

Klaster 3: 

Peningkatan 

Kapasitas, melalui 

program KUR (Kredit 

Usaha Rakyat) untuk 

usaha mikro, kecil 

dan menengah  

Klaster 2: 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

STRATEGI  MAKRO  PENANGULANGAN  KEMISKINAN 

Klaster 4 : 

Program Pro Rakyat, 

melalui program 

pembangunan rumah 

murah, kendaraan umum 

murah, Listrik murah, 

peningkatan kehidupan 

nelayan & masyarakat 

marginal & sarana air 

minum 
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STRATEGI  PENANGGULANGAN  KEMISKINAN  

DI  KABUPATEN  CIAMIS 

Membangun komitmen bersama tentang penanggulangan 
kemiskinan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, dll) 

Membangun Data Base dan Sistem Informasi Kemiskinan 
Daerah 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif 

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 

Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

1 

2 

3 

4 

5 
7 



Kebijakan 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

A.  Kebijakan Pemenuhan Hak 
Dasar  

B.  Kebijakan Perwujudan  

      Keadilan dan Kesetaraan   

      Gender 

C.  Kebijakan  Pengembangan  

     Wilayah Mendukung  

     Pemenuhan  Hak-hak Dasar 
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REGULASI   
TIM KOORDINASI  

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  

 

Keputusan Bupati Ciamis 
Nomor : 050/Kpts.105-
Huk/2016 tentang 
Pembentukan Tim 
Koordinasi 
Penanggulangan 
Kemiskinan Kabupaten 
Ciamis Tahun Anggaran 
2016 

 

 

Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  Nomor 42 
Tahun 2010 tentang 
TKPK Provinsi dan 
Kabupaten, Kota 
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KEGIATAN  
TIM  KOORDINASI  

PENANGGULANGAN  KEMISKINAN  DAERAH  TAHUN  2015 

Rapat Koordinasi program 

penanggulangan kemiskinan 

lingkup Pemerintah 

Kabupaten Ciamis maupan 

dengan instansi vertikal 

Koordinasi dan konsultasi 

mengenai penanggulangan 

kemiskinan, baik dengan 

Pemerintah Pusat maupun 

dengan Pemerintah Provinsi 

Rapat Koordinasi TKPK 

Tingkat Pusat, Provinsi, 

dan Kabupaten 

Kunjungan Kerja ke UPT 

PK Kabupaten Sragen 

Kunjungan Kerja ke 

TKPKD Kabupaten 

Bojonegoro 

Kunjungan Kerja ke 

PT Pupuk Petrokimia 

Gresik 

Kunjungan Kerja ke 

TKPKD Kabupaten 

Jombang 

Kunjungan Kerja ke 

Pabrik Pupuk Kujang 

Purwakarta  

Penyusunan Laporan 

Kinerja TKPKD 

Penyusunan Laporan 

Pencapaian 

Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah  
10 



REGULASI   

LAYANAN TERPADU 
PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN  

DAERAH 

Peraturan Daerah 
Kabupaten Ciamis  

Nomor : 13 Tahun 2014 
tentang Rencana 
Pembangunan  

Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Ciamis Tahun 

2014-2019  

(Janji Bupati) 

Peraturan Bupati Ciamis 
Nomor : 62 Tahun 2014 
tentang Pembentukan 

Layanan Terpadu 
Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah 
Kabupaten Ciamis, 

Tanggal 31 Desember 
2014 

Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 
821.2/Kpts.35/Bkdd.3/2015  

Tahun 2015 tentang 
Penunjukkan/Penugasan Pegawai 

Pada Layanan Terpadu 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kabupaten Ciamis  

Tanggal 26 Januari 2015 

11 



FUNGSI POKOK organisasi meliputi : 

1. Pelayanan terpadu program/kegiatan 

penanggulangan kemiskinan meliputi 

aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan 

ekonomi serta data dan informasi;  

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan pemerintahan daerah dalam 

penanggulangan kemiskinan; 

2. Pelayanan administrasi penanggulangan 

kemiskinan; 

3. Penanganan pengaduan masyarakat 

terhadap program/kegiatan 

penanggulangan kemiskinan; 

4. Pengkajian, penghimpunan dan 

pembaharuan (updating database) 

kemiskinan; 

TUGAS POKOK LTPKD yaitu : 

membantu percepatan dan 

penguatan stakeholder terkait 

secara terpadu dalam 

penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan. 

LTPKD bukan 

perangkat daerah, 

bersifat adhoc 

(sementara) dan 

bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah 

TUGAS  POKOK  DAN  FUNGSI  LTPKD  (PERBUP  NOMOR  62  TAHUN  2014) 

SUSUNAN KELEMBAGAAN LTPKD 

KEPALA 

KEPALA SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

SEKSI PENDIDIKAN 
SEKSI 

KESEHATAN SEKSI SOSIAL DAN 

EKONOMI 

SEKSI PENGOLAHAN 

DATA DAN 

INFORMASI 

SEKSI PENGADUAN 

MASYARAKAT 

12 



KARTU 

INDONESIA 

SEHAT 

WALUYA 

PUSAT DAERAH 

KARTU 

INDONESIA 

PINTAR 

 

CALAKAN 

 

KARTU 

KELUARGA 

SEJAHTERA 

WALAGRI 

IMPLEMENTASI  INOVASI  DAERAH  

SEBAGAI  PENDAMPING  PROGRAM  PENANGGULANGAN  KEMISKINAN  

PEMERINTAH  PUSAT 

CAKUPAN :  Jaminan kesehatan seluruh masyarakat miskin 

diluar Kuota KIS, Operasi Katarak, Khitanan Masal 

dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

PENERIMA :  Masyarakat kurang mampu diluar Kuota KIS, 

Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) dan bayi baru lahir dari PBI 

MANFAAT :  Promotif, Preventif, Kuratif Deteksi Dini.  

PENERIMA :  Siswa SMP dari keluarga pemegang KKS/KPS, 

PKH, Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu diluar 

Kuota Bantuan Siswa Miskin (BSM) / KIP 

BENTUK PENYALURAN : Simpanan/tabungan di Kantor Pos atau 

Bank yang ditunjuk bisa dicairkan atau 

tetap disimpan sebagai tabungan 

BENTUK :  Subsidi RASKIN, RUTILAHU serta Pembinaan dan 

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 

PENERIMAAN : Keluarga kurang mampu pemilik KPS dan RTM 

berdasarkan kriteria khusus 

BESARAN :  Subsidi RASTRA Rp. 1.000,-kg/RTS-PM 

RUTILAHU Rp. 10.000.000,-/Rumah/RTM 

BENTUK PENYALURAN : Untuk subsidi RASKIN pembayaran 

langsung ke PERUM BULOG untuk RUTILAHU bantuan langsung ke 

penerima manfaat, untuk listrik langsung dipasang ke penrima 

manfaat oleh pihak ketiga (Daftar penerima manfaat ditetapkan oleh 

Keputusan Bupati) 
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KEGIATAN  

LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 

TAHUN 2015 

Input data PPLS 2011 ke dalam 

Aplikasi sebanyak 119.840 

RTS/405.581 jiwa 

Fasilitasi Operasi Katarak, 

dilaksanakan pada tanggal             

19 Maret 2015, yang dioperasi 

sejumlah 70 mata dengan biaya 

Rp., 60.261.000,-. 

Fasilitasi Khitanan Masal 

dilaksanakan pada tanggal               

9 Juni 2015 dengan sasaran 100 

orang 

Fasilitasi Kartu Calakan, berupa 

pemberian bantuan kepada siswa 

DO dan rawan DO SMP sebanyak 

420 siswa 

Fasilitasi Kartu Waluya, dengan 

target 13.216 jiwa dengan 

anggaran                         Rp. 

3.048.931.200,- 

Fasilitasi Raskin 

Survei  lokasi rencana 

pembangunan RUTILAHU, untuk 

95 sasaran 

Fasilitasi pemasangan Listrik 

Pra-KS sejumlah 516 KK di          

27 desa dan 1 kelurahan 

Panitia pelaksana Bakti Sosial 

pada tanggal 16 dan 17 Oktober 

2015 bertempat di Dusun Buni 

Hilir Desa Situmandala 

Kecamatan Rancah Kabupaten 

Ciamis 
14 



ALOKASI  APBD 
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CALAKAN  :   Rp. 0 

 

WALUYA  : 

• Jamkesda :Rp. 1,8 M 

• PMT : Rp. 177 Juta 

• Katarak : Rp. 47 Juta 

• Sunatan Masal :Rp. 106 Juta 

 

WALAGRI  :   

• Raskin : - 

• Rutilahu : Rp. 335 Juta 

• Listrik : Rp. 513 Juta   
T
A

H
U

N
 2

0
1
5
 

CALAKAN  :  Rp. 315 Juta 

 

WALUYA  : 

• Jamkesda : Rp. 6,5 M 

• PMT : Rp. 166.290.400 

• Katarak : Rp. 68.261.000 

• Sunatan Masal :Rp. 135.356.550 

 

WALAGRI  : 

• Raskin : Rp. 16.988.040.000 

• Rutilahu : Rp. 950.000.000 

• Listrik : Rp. 664.000.000 

T
A

H
U

N
 2

0
1
6
 

CALAKAN  :    Rp. 1.600.000.000 

SMP  800 orang x Rp. 750.000                

= Rp. 600 juta 

SMA 400 orang x Rp. 1.000.000 = Rp. 400 

Juta 

SMK 400 orang x Rp. 1.500.000 = Rp. 600 

Juta 

WALUYA  :  Rp. 2.668.205.850 

• Jamkesda : Rp. 2.188.569.600 

• PMT : Rp. 223.751.700 

• Katarak : Rp. 80.550.000 

• Sunatan Masal : Rp. 175.334.550 

 

WALAGRI   :   Rp.  24.652.948.000 

• Raskin : Rp. 20.385.648.000 

• Rutilahu : Rp. 3 .000.000.000 

• Listrik : Rp. 1.267.300.000 

15 



A. CALAKAN : Rp. 336.325.000 

 

B. WALUYA : Rp. 1.320.334.550 

 

C. WALAGRI : 

RASKIN : Rp. 16.988.040.000 

Rutilahu : Rp. 9.155.000.000   

Listrik Pra KS : Rp. 664.000.000 

REALISASI  ANGGARAN  2015 

16 
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REALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2015 

BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 

KABUPATEN CIAMIS 

 
NO PROGRAM KEGIATAN 

SASARAN PENDUDUK MISKIN 
(KK/ORANG/KELOMPOK) 

ANGGARAN TAHUN 
2015 SKPD 

TOTAL 

1 
Program Peningkatan Mutu 
Pelayanan Kesehatan BLUD 

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 90.000  ORANG          82,213,003,022.00  RSUD 

TOTAL          82,213,003,022.00    

1 

Program dan Fasilitasi 
Pengembangan Kebijakan 
Perekonomian 

Peningkatan Sarana Perekonomian 94.378 KK RTS-PM                    214,000,000  BAG. 
PEREKONOMIAN 

SETDA 

Subsidi Beras Raskin 94.378 KK RTS-PM             126,560,898,000  

Subsidi ongkos angkut 94.378 KK RTS-PM                 3,397,608,000  

TOTAL             130,172,506,000    

1 

Program Peningkatan Peran Serta 
dan Kesetaraan Gender Dalam 
Pembangunan 

Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam 
Membangun Keluarga Sejahtera 

100 KK Binaan                    240,000,000  

BKBPP 
Pembentukan dan Bimbingan Usaha Bagi Kelompok 
PEKKA 

27  Kelompok                    160,000,000  

2 Program Keluara Berencana 
Pemberdayaan ekonomi keluarga (pembinaan UPPKS, 
gelar produk, pembinaan AKU dan pendataan profil) 

Kader Pengelola Kelompok UPPKS di 
26 Kecamatan 

                     47,000,000  

TOTAL                    447,000,000    

1 

Program pembinaan dan 

pengembangan bidang 
ketenagalistrikan 

Pemasangan IR/SR Untuk Masyarakat pra KS    516 KK                    664,000,000  

DBMSDAESDM 

2 

Program pembinaan dan 
pengembangan bidang 
ketenagalistrikan 

Pemasangan IR/SR Untuk Masyarakat pra KS    4305 KK   

TOTAL                    664,000,000    

1 
Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diluar 
Quota Jamkesmas (BPJS PBI) 

 6.502 orang  
 

1,500,000,000  

DINKES 

Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Provinsi Jawa barat 

 6.502 orang  
 

1,500,011,400  

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

 Penerima Bantuan Iuran (PBI), 
Pekerja Penerima Upah (PPU), 
Pekerja Bukan Penerima Upah 

(PBPU), Mandiri  

 
52,959,651,020  

2 
Program Peningkatan Perbaikan 
Gizi Masyarakat 

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 
100 Balita Gizi Buruk dan Kurang, 111 

baduta gakin 

 
166,290,400  

3 
Program Pelayanan Kesehatan 
Penduduk Miskin 

Pelayanan Operasi Katarak 75 orang 
 

68,261,000  

Bantuan Keuangan Kegiatan Penunjang Operasi 
Katarak 

122 orang 
 

122,000,000  

Pelayanan Sunatan Massal 100 orang 
 

135,356,550  

TOTAL 
 

56,451,570,370  
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NO PROGRAM KEGIATAN 
SASARAN PENDUDUK MISKIN 

(KK/ORANG/KELOMPOK) 

ANGGARAN TAHUN 2015 
SKPD 

TOTAL 

1 Pendidikan Dasar 

Penanggulangan Kemiskinan Siswa Rawan DO Tingkat SD (CALAKAN) 
420 orang Siswa/Siswi SMP 

Negeri dan Swasta 

 

315,000,000  

DISDIKBUD 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) SD Negeri dan Swasta 
46333 orang Siswa/Siswi SMA 

Negeri dan Swasta 

 

-  

2 Pendidikan Menengah 

Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA Negeri dan Swasta 
3133 orang Siswa/Siswi SMA 

Negeri dan Swasta 

 

3,014,500,000  

Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMK Negeri dan Swasta 
4580 orang Siswa/Siswi SMK 

Negeri dan Swasta 

 

4,322,000,000  

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  bagi Siswa SMK Negeri dan Swasta 
16888 orang Siswa/Siswi SMK 

Negeri dan Swasta 

 

16,888,000,000  

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Siswa SMA Negeri dan Swasta 
11826 orang Siswa/Siswi SMK 

Negeri dan Swasta 

 

5,183,677,500  

TOTAL 
 

29,723,177,500  
  

1 

Program pemberdayaan fakir 

miskin, komunitas adat terpencil 

(KAT) dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

Pelayanan Sosial bagi Masyarakat Keluarga Miskin dan Terlantar 223  orang                       35,500,000  

DINSOS 

Fasilitasi LTPKD                       415,000,000  

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin 67  Orang  pendamping PKH                     281,600,000  

Bantuan   bagi keluarga miskin dalam memenuhi tempat tinggalnya (Rumah Tidak Layak 

Huni) 
209  unit rumah                  1,140,000,000  

2 
Program Perlindungan dan 

Jaminan Sosial  
Program Keluarga Harapan (PKH) 12.869  KSM / RTSM                23,536,057,500  

3 
Program Rehabilitasi dan 

Perlindungan Anak  

      

Asistensi Lanjut Usia Terlantar  (ASLUT)  100  orang                    240,000,000  

Asistensi Orang dengan Kecacatan  (AODK) 76  orang                     273,600,000  

Bansos perlindungan sosial Anak Terlantar di Luar Balai  18 keluarga                       36,000,000  

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 20 orang                       80,000,000  

4 Program Pemberdayaan Sosial  

Bantuan Rutilahu Perkotaan  50 unit                        50,000,000  

Bantuan Rutilahu  Pedesaan   50 unit                        50,000,000  

Sarana Lingkungan  (sarling )   4 lokasi                      200,000,000  

Bantuan UEP (usaha Ekonomis Produktif) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 

menangani Lansia Luar Panti  
  50 orang                        15,000,000  

5 
Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Bantuan Penanggulangan Sosial Bencana Alam (PSKBA)  419  KK / 330 paket                      204,993,800  

6 
Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja  

Pelatihan Berbasis Kompetensi  64 orang                     113,000,000  

 Pelatihan Berbasis Masyarakat  20 orang                     113,000,000  

7 
Program Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 20 orang                       79,530,000  

8 
Program Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan  

Pemberdayaan masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 40  orang                     228,932,000  

Pemberdayaan masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri  (TKM) 80  orang                     481,442,000  

Pemberdayaan masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri  (TKM) 40  orang                     282,650,000  

Pemberdayaan masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri  (TKM) 20  orang                     161,300,000  

Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda dan wanita melalui bantuan sarana usaha  90  orang                     548,484,000  

9 
Program Pengembangan 

Kapasitas calon Transmigrasi  

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan  serta penempatan  transmigrasi utk memenuhi 

kebutuhan SDM 
5 KK  

 

25,000,000  

  TOTAL     
 

28,591,089,300  

  TOTAL KESELURUHAN     
 

328,262,346,192.00  
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REALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016 

BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 

KABUPATEN CIAMIS 

NO PROGRAM KEGIATAN 
SASARAN PENDUDUK MISKIN 

(KK/ORANG/KELOMPOK) 

ANGGARAN TAHUN 2016 
SKPD 

TOTAL 

1 
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 
BLUD 

Pelayanan dan Pendukung 
Pelayanan Kesehatan 

95.000  ORANG 
                       
66,000,000,000.00  

RSUD 

TOTAL 
                       
66,000,000,000.00  

  

1 
Program dan Fasilitasi Pengembangan Kebijakan 

Perekonomian 

Peningkatan Sarana 

Perekonomian 
94.378 KK RTS-PM 

                                 

314,000,000  

BAG. PEREKONOMIAN 
SETDA 

Subsidi Beras Raskin 94.378 KK RTS-PM 
                          
129,958,506,000  

Subsidi ongkos angkut 94.378 KK RTS-PM 
                              

3,397,608,000  

TOTAL 
                          
133,670,114,000  

  

1 
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 

Gender Dalam Pembangunan 

Penyuluhan Bagi Ibu Rumah 
Tangga Dalam Membangun 
Keluarga Sejahtera 

100 KK Binaan 
                                 
260,000,000  

BKBPP 

Pembentukan dan Bimbingan 
Usaha Bagi Kelompok PEKKA 

32  Kelompok 
                                 
150,000,000  

2 Program Keluara Berencana 

Pemberdayaan ekonomi keluarga 
(pembinaan UPPKS, gelar produk, 
pembinaan AKU dan pendataan 
profil) 

Kader Pengelola Kelompok 
UPPKS di 26 Kecamatan 

                                   
44,538,100  

TOTAL 
                                 
454,538,100  

1 
Program pembinaan dan pengembangan bidang 
ketenagalistrikan 

Pemasangan IR/SR Untuk 
Masyarakat pra KS    

948 KK 
                          

1,267,300,000  
DBMSDAESDM 

TOTAL 
                              
1,267,300,000  

  

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Jaminan Kesehatan Bagi 
Masyarakat Miskin diluar Quota 
Jamkesmas (BPJS PBI) 

 94.867 orang  
                              
2,188,569,600  

DINKES 

2 Program Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 

Pemberian Tambahan Makanan 
dan Vitamin 

110 Balita Gizi Buruk dan 
Kurang 

                                 
223,751,700  

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

 Penerima Bantuan Iuran 
(PBI), Pekerja Penerima Upah 

(PPU), Pekerja Bukan 
Penerima Upah (PBPU), 

Mandiri  

                            
37,429,802,000  

3 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

Pelayanan Operasi Katarak 80 orang 
                                   
80,550,000  

Pelayanan Sunatan Massal 100 orang 
                                 
175,334,550  

TOTAL 
                            
40,098,007,850  

Penanggulangan Kemiskinan Siswa 
Rawan DO Tingkat SMP 
(CALAKAN) 

Siswa/Siswi SMP Negero dan 
Swasta 

                                 
336,325,000  

Pengentasan kemiskinan jenjang 450 orang Siswa/Siswi SD                                  
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1 

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat 

terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial 

Pelayanan Sosial bagi Masyarakat 

Keluarga Miskin dan Terlantar 
200  orang                                     64,181,000  

DINSOS 

Fasilitasi LTPKD  -                                  415,000,000  

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi 

Keluarga Miskin 
67  Orang  pendamping PKH                                   248,135,000  

Bantuan   bagi keluarga miskin dalam 

memenuhi tempat tinggalnya (Rumah 

Tidak Layak Huni) 

300  unit rumah                                3,000,000,000  

2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  Program Keluarga Harapan (PKH) 12.869  KSM / RTSM                              23,536,057,500  

3 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Anak  

Asistensi Lanjut Usia Terlantar  (ASLUT)  100  orang                                  240,000,000  

Asistensi Orang dengan Kecacatan  

(AODK) 
76  orang                                   273,600,000  

Bansos perlindungan sosial Anak 

Terlantar di Luar Balai  
18 keluarga                                     36,000,000  

4 Program Pemberdayaan Sosial  

Bantuan Rutilahu Perkotaan  50 unit                                      50,000,000  

Bantuan Rutilahu  Pedesaan   50 unit                                      50,000,000  

Sarana Lingkungan  (sarling )   2 lokasi                                    100,000,000  

5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Bantuan Penanggulangan Sosial 

Bencana Alam (PSKBA) 
 420  KK / 330 paket                                    204,993,800  

6 
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

Bagi Pencari Kerja 
20 orang                                     40,000,000  

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja  

Pengembangan kelembagaan 

produktivitas dan pelatihan 

kewirausahaan  
16 orang                                     20,733,000  

 Pelatihan Berbasis Masyarakat  16 orang                                      50,000,000  

Perluasan lapangan kerja dan 

pengurangan pengangguran  
50 orang                                     54,574,000  

8 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan  
Pemberdayaan masyarakat melalui 

Tenaga Kerja Mandiri  (TKM) 
16 orang                                     60,000,000  

9 Program Pengembangan Kapasitas calon Transmigrasi  

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan  

serta penempatan  transmigrasi utk 

memenuhi kebutuhan SDM 

20 KK                                     25,290,000  

TOTAL                             28,468,564,300  

TOTAL KESELURUHAN                      282,969,111,750.00    



PERESMIAN LTPKD 
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22 
KOORDINASI PROGRAM WALUYA 



OPERASI KATARAK 
23 



KHITANAN MASSAL 

24 



PROGRAM WALAGRI  

25 



BHAKTI SOSIAL LTPKD 2015 26 



27 
BHAKTI SOSIAL LTPKD 2016 



28 



ROAD SHOW SOSIALISASI PROGRAM 
PENANGGULANGAN KEMISKIAN 29 
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Disampaikan pada Lokakarya “Membangun Kemitraan Strategis Dalam 
Inovasi Administrasi Negara”, oleh PKP2A I LAN Bandung 

JATINANGOR, 26 MEI 2016 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA 

Deputi Inovasi Administrasi Negara/ 
Plt. Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI 

http://inovasi.lan.go.id 
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“Inovasi Sebagai Prasyarat Utama” 

Tantangan Domestik 



Quantum Leap Pembangunan Birokrasi 

2025 

Inovasi merupakan kontributor penting utk 
melakukan lompatan / transformasi besar. 
Maka, tidak ada pilihan selain berinovasi !! 

2019 

2016 



Inovasi sbg Strategi Mewujudkan Smart ASN 



Inovasi sbg Solusi Problematika Pelayanan Publik 



 Visi Yogya sebagai Kota Pendidikan dan obsesi menyajikan 
layanan dynamic library; 

• Indeks Minat Baca Masyarakat 2014 sebesar 79,42 (tertinggi 
se Prov DIY); 

• Keterbatasan gedung & ruang baca karena peningkatan 
kunjungan yang signifikan setiap tahun; 

Mengapa? 

 Peningkatan jumlah peminjaman buku; 

 Kenyamanan pengunjung meningkat karena area 
perpustakaan tidak sepadat sebelum adanya “JAMILA”; 

 Memberi pilihan layanan yang bervariasi sesuai kebutuhan 
masyarakat. 

Apa Dampaknya? 

 Meminjam buku 
melalui web, sosial 
media, atau aplikasi 
berbasis smart-phone; 

 Mampu menjangkau 
masyarakat yang tidak 
memiliki waktu 
mengunjungi 
perpustakaan; 

 Pengantaran dilakukan 
pada hari Senin, Rabu, 
Jumat pada jam 13.00-
15.00 wib. 

Apa Inovasinya? 

“JAMILA” (Jaminan Layanan Mengantar Buku ke Pemustaka) 



Ragam Inovasi Kota Bandung 



Roadmap Kebutuhan Inovasi Daerah 
Arah Kebijakan & Sasaran Pembangunan Daerah 5 Tahun  

IKU N2 IKU N3 IKU N4 IKU N5 IKU N1 

Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 

Program  
& Kegiatan 

Program  
& Kegiatan 

Program  
& Kegiatan 

Program  
& Kegiatan 

Program  
& Kegiatan 

Roadmap Kebutuhan Inovasi Daerah 

Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4           Tahun 5 

Sektor A, B, C, D, E dst 

Jenis  Kebijakan, Metode, Proses, Produk, Teknologi, dst 

“Memastikan efektivitas 
program & kegiatan SKPD 

dapat mewujudkan sasaran 
pembangunan daerah 
secara lebih baik, lebih 

cepat, lebih efisien, & lebih 
berkesinambungan” 



Semoga Bermanfaat … !! 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 



MAJALENGK

A
DARI DESA BESAR MENJADI 

KOTA

Disajikan Pada 

Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Di Daerah

Jatinangor-Sumedang, 25 Mei 2016



2

CIAYUMAJAKUNING

PETA PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI BANTEN



KE JAKARTA

± 250 KM

UTARA :

KAB. INDRAMAYU

SELATAN :

KAB. CIAMIS &

TASIKMALAYA

TIMUR :

KAB. CIREBON &

KUNINGAN

BARAT :

KAB. SUMEDANG

KE BANDUNG

± 91 KM

KE CIREBON

± 61 KM

JARAK TEMPUH

1.LETAK GEOGRAFIS :

• BATAS UTARA : KAB. INDRAMAYU

• BATAS BARAT : KAB. SUMEDANG

• BATAS SELATAN : KAB. CIAMIS DAN

TASIKMALAYA

• BATAS TIMUR : KAB. CIREBON DAN

KUNINGAN

2.WILAYAH ADMINISTRATIF :

• 26 KECAMATAN; 330 DESA ; 13 KELURAHAN

3. DEMOGRAFI :

• JMLPENDUDUK : 1.239.625

• LAKI-LAKI : 630.228

• EREMPUAN : 609.397

(3,25% LUAS JAWA BARAT)





4. KONDISI WILAYAH TERBAGI 2 (UTARA-SELATAN):

a. WILAYAH UTARA

DATARAN RENDAH, CUACA PANAS (SEPERTI

INDRAMAYU DAN CIREBON), COCOK UNTUK

PERTANIAN (PANGAN, HORTIKULTURA,

PERKEBUNAN) SERTA INDUSTRI,

PERDAGANGAN DAN JASA.

b. WILAYAH SELATAN

DAERAH BERBUKIT, KONDISI CUACA SEDANG

DAN DINGIN (SEPERTI KUNINGAN), COCOK

UNTUK PERTANIAN (SAYUR MAYUR, PANGAN,

PERKEBUNAN), PETERNAKAN, PERIKANAN,

WISATA ALAM DAN SUMBER AIR BERSIH.



POSISI STRATEGIS KABUPATEN MAJALENGKA

1) SEBAGAI PENGHUBUNG PKN (PUSAT KEGIATAN

NASIONAL) METROPOLITAN BANDUNG RAYA

DENGAN PKN METROPOLITAN CIREBON RAYA.

2) KAB. MAJALENGKA SBG BAGIAN MP3EI

(MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA) DENGAN

DIBANGUNNYA BANDARA INTERNASIONAL JAWA

BARAT (BIJB) DAN PUSAT RELOKASI KAWASAN

INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

YANG DIPERTAJAM LAGI DENGAN PROGRAM

NAWA CITA KE ENAM

3) KAB. MAJALENGKA SBG PUSAT PERTUMBUHAN

PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT BAGIAN TIMUR

DGN PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) DI

KADIPATEN.

4) TOL CIPALI (CIKAMPEK-PALIMANAN) DGN 2
PINTU TOL DI KABUPATEN MAJALENGKA (KEC.

KERTAJATI DAN KEC. SUMBERJAYA)

5) TOL CISUMDAWU (CIKAMPEK-SUMEDANG-
DAWUAN) 



Kabupaten Majalengka dikaruniai
keindahan alam yang sangat potensial untuk
menjadi destinasi wisata seperti :

• Dikenal sebagai KOTA SERIBU CURUG
• KAWASAN TNGC
• SITU SITU ALAM (situ sangiang, situ pajajar, 

talaga herang)
• PANYAWEUYAN (keindahan terasering)
• WISATA OLAHRAGA ALAM (Paralayang)

7
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9

TELAGA NILA

Desa Jerukleueut, Kec. Sindangwangi

SITU SANGIANG

Desa Sangiang, Kec. Banjaran

TELAGA HERANG

Desa Lengkongkulon, Kec. Sindangwangi

SITU CIKUDA

Desa Padaherang Kec. Sindangwangi

SITU CIPANTEN

Desa Gunung Kuning, Kec. Sindang
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CURUG

CURUG  CIPEUTEUY

Dusun Pasir, Desa Bantaragung, 

Kec. Sindangwangi

CURUG  CIIBUN

CURUG  TONJONG

Desa Tejah, Kec. Rajagaluh

CURUG  MUARAJAYA

Desa Argamukti, Kec. Argapura

Curug Ibun Pelangi

Desa Sukadana, Kec. Argapura
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WISATA DIRGANTARA 

PARALAYANG

Berlokasi di Gunung 

Panten di Kelurahan 

Munjul Kec. 

Majalengka.

Tercatat sudah dua kali 

diselenggarakannya 

kejuaraan nasional 

paralayang dan satu 

kejuaran nasional 

Gantolle di tempat ini
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Goverment to Business

- Pasal 363
- Pasal 354

Goverment to Citizen

Goverment to Goverment

UU 23 Tahun 2014 
Tentang 

Pemerintahan 
Daerah

Kerjasama Daerah

Kerjasama dengan Pihak 
Ketiga

Partisipasi Masyarakat

‒ Pemerintah Pusat
‒ Pemerintah Propinsi
‒ Pemerintah 

Kabupaten/Kota

- Swasta
- Perguruan Tinggi
- BUMD
- Cendikiawan
- Profesional

- Komunitas
- LSM
- Pers

SKEMA BISNIS PROSES PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



INOVASI PEMBANGUNAN MELALUI KEMITRAAN STRATEGIS

KEMITRAAN 
STRATEGIS 

PEMERINTAH 

PUSAT/PROP/KABUPATEN

SWASTA,  PERGURUAN 
TINGGI, BUMD, 
PROFESIONAL

KOMUNITAS, LSM, PERS

BANDARA 
INTERNASIONAL 

JAWA BARAT(BIJB)

AEROTROPOLIS

PEMBANGUNAN HOTEL

LUMBUNG INOVASI

TEKNOLOGI 
INFORMATIKA

PROMOSI PARIWISATA

TAMAN WISATA 

PARALAYANG TERPADU

JUMPA PERS

KUNCI BERSAMA

PEMBANGUNAN SOR

- Pengerjaan infrastruktur
- Terminal penumpang
- Bangunan penunjang

Infrastruktur Pendukung Radius 40 Km dari BIJB

Porsenitas, Infrastruktur perbatasan

Advokasi Inovasi /MOU dengan LAN-RI

Pembangunan Grage Hotel

Paralayang Sidamukti

SOR Baribis 

DESTIKA (Desa TIK) 

Majalengka NgeTRIP, MOTO 

Media cetak, elektronik dan on line 



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DAN LAN 

Nomor 01/51/HKM.II.I dan Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Daerah Melalui Pengkajian Kebijakan, 

Pendidikan dan Pelatihan serta Inovasi Administrasi Negara Bagi Pemerintah 

Kabupaten Majalengka



“ INOVASI BERSAMA MEMBEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI & 

PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (IBADAH RUTILAHU BANG USEP) 

” dari BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM dan PEMBANGUNAN SETDA 
MAJALENGKA

PERDA KABUPATEN 
MAJALENGKA 

NOMOR 1 TAHUN 
2014 TENTANG 
(RPJMD) TAHUN 

2014-2018

SASARAN TAHUN 
2018 (0% 
RUTILAHU)

DATA BASE TAHUN 
2014 TERSISA 6.877 

UNIT RUMAH

SUMBER DANA: 
APBN, APBD 

PROVINSI, CSR, 
BAZNAS 

MAJALENGKA 
SEBANYAK 2.298 

UNIT

MEMPERCEPAT 
TARGET SASARAN 

(0% RUTILAHU)

PENANGANAN 
RUTILAHU MELALUI 
ANGGARAN DESA 

TARGET 5 UNIT 
RUMAH PER DESA 
PER TAHUN = 330 
DESA x 5 UNIT = 

1.650 UNIT 

TAHUN 2016 
TERTANGANI 

SEBANYAK 3.948 
UNIT 

GOAL

IDENTIFIKASI

KEBIJAKAN IDE INOVASI

Keputusan Bupati 
Nomor : 

141/Kep.86.Tapem
/2016 Tentang 
Alokasi Dana 

Desa



HALLO Bidan

KABUPATEN MAJALENGKA



DEFINISI OPERASIONAL

HALLO BIDAN adalah Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang 

dikembangkan di Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan effektivitas dan 

efisiensi sistem rujukan baik rujukan gawat darurat maupun rujukan dini berencana 

/ rujukan terencana dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dua arah 

antara perujuk dan tujuan rujukan melalui teknologi informasi berbasis web, 

aplikasi mobile, SMS dan telepon (Call Centre). 

Aplikasi HALLO Bidan sekaligus dapat digunakan untuk komunikasi dua arah antara 

dinas kesehatan dan atau fasilitas kesehatan dengan masyarakat umum khususnya 

terkait penyelamatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita yang akan dioperasikan 

oleh petugas operator centre yang memiliki keahlian dalam bidang kebidanan dan 

informatika.

CALL CENTRE :    0233 829 1111

SMS Gateway:     081 1235 1236



HALLO 

Bidan
(Web Base ; 

bisa diakses 
kapan saja 

dan dari 
mana saja)

KONSULTASI

RUJUKAN 

TERNCANA

RUJUKAN GAWAT 

DARURAT

KONTEN HALLO Bidan

EDUKASI IBU DAN 

BAYI

SMS 

PENGINGAT



PENINGKATAN PERAN SERTA PRIA 
DALAM BER-KELUARGA BERENCANA

(GERAKAN MASYARAKAT TANDANG 
PENCAPAIAN VASEKTOMI)

DISUSUN OLEH :

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, 

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MAJALENGKA



POLA PEMBERDAYAAN

PAGUYUBAN 

VASEKTOMI

STIMULAN

 BANTUAN MODAL USAHA 

KELOMPOK PAGUYUBAN VASEKTOMI

 Untuk PELESTARIAN PESERTA KB 

VASEKTOMI (ANGGOTA PAGUYUBAN) 

5 EKOR AYAM PER ORANG

TOKOH AGAMA  INSENTIF UANG OPERASIONAL KIE

 PEMBERIAN BANTUAN KAMBING



PEMBINAAN 

KETERAMPILAN KIE 

KEPADA 

PAGUYUBAN 

PESERTA KB 

VASEKTOMI

PENENTUAN 

SASARAN 

PESERTA KB 

VASEKTOMI

ESTIMASI 

SASARAN 

PESERTA KB 

VASEKTOMI 

4.198 PUS

KIE PAGUYUBAN

DOKTER LAKI-

LAKI

DI TEMPAT 

TERTUTUP

RAHASIA

FATWA TOKOH 

AGAMA TENTANG 

MOP

DOKTER 

PROPESIONAL

OPERASI KECIL, 

AMAN

KLINIK KIAS 

KODIM 

(TERPUSAT)

MUYAN

MOBIL 

PENJEMPUT 

AKSEPTOR

YAN DI FASKES 

KECAMATAN

OLEH DOKTER 

TERLATIH

RSUD

PESERTA KB 

BARU + 

AKTIF MOP 

(VASEKTOMI)

MENGHILANGKAN 

MASALAH

ISIN

SIEUN

DOSA



TAHUN TARGET REALISASI % Ket.

2013 103 12 11,65

2014 80 95 118,75

2015 24 41 170,83

PPM DAN HASIL PENCAPAIAN TARGET MOP
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TNI MANUNGGAL SINDANG KASIH (TMSK)
POLA MEMBANGUN DESA

DI KABUPATEN MAJALENGKA

DISUSUN OLEH :

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, 

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN MAJALENGKA
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2 PROGRAM DARI 9 

UNGGULAN BUPATI 

MAJALENGKA

 MENINGKATKAN 

PROGRAM TNI 

MANUNGGAL 

SINDANG KASIH 

(TMSK)

 MEWUJUDKAN 

DESA MANDIRI

MAJALENGKA 

MAKMUR
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INFRASTRUKTUR 

JALAN DAN 

JEMBATAN

(KODIM 0617)

INFRASTRUKTUR 

LINGKUNGAN 

PEMUKIMAN

(YONIF 321)

INFRASTRUKTUR 

KESEHATAN 

LINGKUNGAN

(LANUD S.SUKANI)
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LANDASAN OPERASIONAL TMSK 

ADALAH 

(SASARENGAN, BABARENGAN, 

ILUBIUNG, NGALULUGUAN, 

PANGWANGUNAN) 
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TERWUJUDNYA 330 DESA  YANG 

MENGGUNAKAN SISTEM PELAYANAN 

DESA TERPADU PADA TAHUN 2017



SILaDDU terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu (a) Website desa sebagai sarana 

untuk mempromosikan serta menginformasikan segala aktifitas desa 

kepada masyarakat luas, dan (b) Aplikasi Pelayanan Desa dan Basis Data 

Desa berupa struktur statistik tentang profil desa. 

Tampilan sistem sebagai berikut 



ID
E

 I
N

O
V

A
S

I



ID
E

 I
N

O
V

A
S

I







STRATEGI PELAKSANAAN INOVASI PADA 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

LAN JATINANGOR,  KAMIS, 26 MEI 2016



KUNCI SUKSES TERLETAK PADA KUALITAS 

PEMIMPIN

 1. Kemampuan untuk berpikir ke depan & 
antisipatif (Think ahead) 

 2.Kemampuan mengkaji ulang hasil pemikiran 
(Think Again) 

 3.Kemampuan bepikir secara lateral, horizontal 
& lintas disiplin (Think Across) 



POLA KEPEMIMPINAN INOVATOR

 Thinking Ahead: berpikir jauh ke depan 

 Thinking Again: berpikir terus-menerus 

 Thinking Across: berpikir melewati batas 



 Pemimpin perlu didukung perangkat 

kelembagaan yang lentur dan lincah 

dalam menghadapi dinamika 

 Perlu perangkat agile process sebagai 

ruang gerak 

UU NO 30 TAHUN 2014 

TENTANG ADMINISTRASI NEGARA.

Mengatur penggunaan diskresi oleh pejabat 

pemerintahan dan menjadi pedoman dalam 

pengambilan keputusan. Diskresi adalah instrument 

penting untuk menggambarkan dinamika 



PEMERINTAH YANG KUAT

 Pemerintah yang kuat dengan

kepemimpinan yang visioner dan mempunyai

integritas pribadi yang tinggi dapat

memainkan peranan utama dalam

perubahan yang radikal dan men-ciptakan

dynamic governance yaitu melalui kebijakan

publik yang kondusif bagi perubahan daerah.



Pemimpin yang berintegritas sama halnya 

dengan pemimpin yang visioner, yaitu 

pemimpin yang melihat jauh ke depan, yang 

rasional dan visibel untuk direalisasikan atau 

diwujudkan. Penglihatan yang jauh ke depan 

itu tidak ditumbuhkan secara paksa, tetapi ia 

tumbuh sendiri dari berbagai pengalaman, 

intelektualitas, etiket dan moral.



STRATEGI INOVASI

 Dasar hukum yang jelas;

 Komitmen atau dukungan pimpinan daerah;

 Komitmen Kepala SKPD;

 Bentuk kelembagaan/organisasi ;

 Pelimpahan kewenangan dari Walikota 

 Penggunaan teknologi informasi; 

 Gerakan satu SKPD satu inovasi;

 Membangun kolaborasi secara 

partisipatoris;



KUNCINYA ADALAH …

 Kreatif …
 Berpikir berbeda …
 Berbuat berbeda …
 Melakukan pembaharuan …

= INOVASI … !!



KENDALA DAN HAMBATAN

 TERBATASNYA SUMBER DAYA APARATUR 

(KUANTITAS MAUPUN KUALITAS)

 TERBATASNYA SARANA PRASARANA 

SKPD/UNITKERJA DALAM MELAKUKAN INOVASI

 RENCANA KEGIATAN/ANGGARAN BELUM DI 

MASUKAN DALAM RENCANA STRATEGIS DAN 

RENCANA KERJA SKPD

 KEBERLANJUTAN INOVASI YANG HARUS 

TERUS DIPERTAHANKAN.



SOLUSI DAN TANTANGAN

 INOVASI YANG TANPA MEMBUTUHKAN BIAYA DI 

DORONG SEGERA DILAKSANAKAN

 INOVASI YANG MEMBUTUHKAN ANGGARAN 

SKPD /UNIT KERJA SEGERA MELAKUKAN 

PERUBAHAN RENSTRA DAN RENJA SKPD/UNIT 

KERJA

 IDE INOVASI YANG MEMBUTUHKAN 

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI, OLEH 

BAGIAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN 

TELEMATIKA DI BUATKANN SKALA PRIORITAS



MANFAAT INOVASI DAERAH

 LAYANAN KE MASYARAKAT LEBIH CEPAT

 ADANYA PROSES PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 

(EMPOWERING)

 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM 

PELAKSANAAN PEKERJAAN



INOVASI PEMKOT YOGYAKARTA

1. KAMPUNG CYBER





DISKUSI PENGURUS TENTANG IDE AWAL 

KAMPOENG CYBER

PELATIHAN AWAL WARGA SEBELUM 

ADA JARINGAN INTERNET

SOSIALISASI IDE KAMPOENG CYBER

PADA PERTEMUAN WARGA

PEMASANGAN JARINGAN YG 

DILAKUKAN BERSAMA OLEH WARGA



2. KAMPUNG RAMAH ANAK



3. KAMPUNG TANGGUH BENCANA



3. KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK



4. GERAKAN SEGORO AMARTO

DI KOTA YOGYAKARTA













24sosialisasi ASN Yogyakarta



PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 



Kapasitas  

Daerah 

Strategi   

Penguatan 





Aliansi strategis adalah 

hubungan formal antara dua 

atau lebih kelompok untuk 

mencapai satu tujuan yang 

disepakati bersama ataupun 

memenuhi bisnis kritis tertentu 

yang dibutuhkan masing-

masing organisasi secara 

independen. 



Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu 

yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat 

perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan 

melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat 

di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati 

batas-batas wilayah administratif  





 Kelembagaan 

SDM 

Manajemen 

Tatalaksana 

Kebijakan 







Diklat Kepemimpinan Pola Baru  

Reform Leader Academy 

Menambah Arus Inovasi Sektor Publik Melalui 
Laboratorium Inovasi dan Inovasi Birokrasi di Level 
Desa/Kelurahan (Street Level Innovation) 

Champions of Innovation Workshop 



DIKLAT 

TERINTEGRASI  





5 D 











Penguatan strategi: 

 MEMBANGUN KOMITMEN  

 ROADMAP INOVASI 

 JALIN KOMUNIKASI, KERJASAMA      

    ANTAR DAERAH 

 SHARING INOVASI 

 







APEKSI  BERINOVASI 



 

SOSIALISASI FORUM KEMITRAAN 

KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI 

ADMINISTRASI SE-JABANUBATI 

BABAN SOBANDI 



LATAR BELAKANG 

UU 23/2014 
• BAB  XXI: INOVASI DAERAH, PASAL 386, 

AYAT (1): 

 “Dalam rangka peningkatan kinerja 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi” 

• PASAL 388 (1): 

 “Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, 
anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat 
Daerah, dan anggota masyarakat”. 

 



LATAR BELAKANG 

Pasal 389, UU 23/2014 

•Dalam hal pelaksanaan inovasi 
yang telah menjadi kebijakan 
Pemerintah Daerah dan inovasi 
tersebut tidak mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan, aparatur 
sipil negara tidak dapat dipidana. 



LATAR BELAKANG 

• Sharing antar Daerah dan antara PKP2A I 

LAN dengan Daerah sangat terbatas 

• Kemitraan pada umumnya hanya antar 2 

fihak, dan pada substansi yang terbatas 

• Fungsi LAN (PKP2A I LAN) a.l:  kajian 

kebijakan, perkonsultasian dan advokasi, 

mengembangkan inovasi 



TUJUAN 

• MEMBENTUK KEMITRAAN STRATEGIS 

ANTAR DAERAH DAN ANTARA DAERAH 

DENGAN PKP2A I LAN DALAM 

PENGEMBANGAN INOVASI 

ADMINISTRASI NEGARA 



MODEL KEMITRAAN 

DAERAH 

DAERAH 

DAERAH 

DAERAH 

PKP2A I 

LAN 

PKP2A I 

DAERAH 

B 

DAERAH 

A 

DAERAH 

DAERAH 

SAAT INI KE DEPAN 



MANFAAT 

•PERCEPATAN INOVASI 

ADMINISTRASI NEGARA 

DI DAERAH 
 



MEMBANGUN KEMITRAAN 

KOMITMEN 
KEMITRAAN 

WADAH 
KEMITRAAN 

MEDIA 
KEMITRAAN 

KINERJA 
KEMITRAAN 



KOMITMEN KEMITRAAN 

1. TELAH DIBENTUK FOKKASI 

JABANUBATI. PENDIRIAN PADA TAHUN 

2015 OLEH 9 KABUPATEN/KOTA DAN 

PKP2A I LAN Fokkasi Jabanubati.mp4 

2. SOSIALISASI FOKKASI JABANUBATI KE 

DAERAH LAIN MELALUI YOUTUBE DAN 

LOKAKARYA SAAT INI  



WADAH KEMITRAAN 

• FOrum Kemitraan Kajian 

KebijAkan dan InovaSi 

AdministrasI  

Se-JAwa, BAli, NUsa 

Tengara BArat dan Nusa 

Tenggara TImur 

FOKKASI 

JABANUBATI 



MEDIA KEMITRAAN 



KEGIATAN FOKKASI 

• PERTEMUAN FOKKASI, UNTUK 

MEMBAHAS ISU AKTUAL LOKAL 

ATAUPUN NASIONAL  

• SHARE KAJIAN KEBIJAKAN, SHARE 

INOVASI, E SURVEY, ADVOKASI ONLINE, 

E-KONSULTASI, E-TUTORIAL.  

• PAMERAN INOVASI  

 



SEKIAN 

Terima Kasih 



Website Fokkasi Jabanubati 
PKP2A I  

Lembaga Administrasi Negara 



Fungsi dan Tujuan Website Fokkasi Jabanubati 

Website Fokkasi Jabanubati ini memiliki beberapa fungsi dan tujuan 
diantaranya 

• Sebagai representasi daring (online) dari Fokkasi Jabanubati 

• Sebagai sarana informasi dan komunikasi antar sesama anggota 
Fokkasi Jabanubati dalam dunia maya (daring) 

• Memberikan berbagai macam fasilitas aplikasi dan layanan online 
kepada para anggota untuk memudahkan para anggota dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing 



Aplikasi dan Layanan Online Website Fokkasi 

Jabanubati 
• E-Survey 

• E-Konsultasi 

• E-Forum 

• Advokasi Online 
• Aplikasi Analisis Jabatan 
• Aplikasi Analisis Beban Kerja 
• Alikasi SOP 
• Aplikasi Evjab 

• Kajian Daerah 

• Tutorial 

• Inovasi Daerah 

 



Aplikasi E-Survey 

Aplikasi ini memfasilitasi pelaksanaan 
survey secara elektronik. Hasil survey 
akan langsung diolah dan direkap secara 
otomatis oleh sistem 

 

Fitur Anggota: 

Anggota dapat membuat dan 
menggunakan aplikasi e-survey 



Demo Aplikasi E-Survey 



Aplikasi E-Konsultasi 

Fitur e-konsultasi memungkinkan anggota 
untuk bertanya / berkonsultasi terkait 
suatu topik permasalahan kepada pakar 
PKP2A I LAN 

 

Fitur Anggota: 

Dapat berkonsultasi dengan cara 
mengirimkan pertanyaan kepada pakar 



Demo Aplikasi E-Konsultasi 



Aplikasi E-Forum 

E-Forum memberikan fasilitas 
komunikasi secara daring (online) 
antar sesama anggota Fokkasi 

 

Fitur Anggota: 

Anggota dapat membuat topik baru, 
memberikan komentar pada suatu 
topik. 



Demo Aplikasi E-Forum 



Aplikasi Advokasi Online 

Advokasi online merupakan layanan aplikasi 
online yang terdiri dari sub aplikasi diantaranya 

• Aplikasi Analisis Jabatan (Anjab) 

• Aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK) 

• Aplikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

• Aplikasi Evaluasi Jabatan (Evjab) 

 

Fitur Anggota: 

Anggota dapat menggunakan seluruh aplikasi 
advokasi yang ada dengan difasilitasi oleh PKP2A I 
LAN 



Demo Aplikasi Advokasi 



Fitur Kajian Daerah 

Fitur ini memungkinkan pengguna 
untuk mempublikasikan hasil kajian 
yang sudah dilakukan oleh pemerintah 
daerah ke dalam website Fokkasi 
Jabanubati 

 

Fitur Anggota: 

Anggota dapat mengunggah dan 
mengunduh hasil kajian masing-
masing ke dalam website 



Demo Fitur Kajian Daerah 



Fitur Video Tutorial 

Fitur tutorial menampilkan berbagai 
macam video tutorial diantaranya 

• Tutorial Analisis Jabatan 

• Tutorial Analisis Beban Kerja (ABK) 

• Tutorial Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 

• Tutorial Evaluasi Jabatan (Evjab) 

• Tutorial Lab Inovasi 

• Tutorial Standar Pelayanan (SP) 

 





Fitur Inovasi Daerah 

Fitur ini memungkinkan pengguna 
untuk mempublikasikan hasil 
inovasi yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah daerah ke dalam 
website Fokkasi Jabanubati 

 

Fitur Anggota: 

Anggota dapat mengunggah dan 
mengunduh inovasi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah lain 





 

Ayo Gabung Menjadi Anggota  

Fokkasi Jabanubati 

 

Tidak Dipungut Biaya 

Kami Hanya Perlu Komitmen 

 


